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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 148 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA

AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (PK-BLU) wajib menggunakan standar

pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan

kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas

pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia

Madiun diperlukan adanya Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan

Standar Pelayanan pada Akademi Perkeretaapian

Indonesia Madiun melalui Peraturan Menteri

Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

www.peraturan.go.id



2015, No.1541 -2-

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang

Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran

Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4616);

8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang

Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

www.peraturan.go.id


